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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode istinbat hukum yang
digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa No. 5 Tahun 2024
tentang kewajiban zakat atas aset produktif (al-Mustagallat), serta mengevaluasi
relevansi pendekatan magasid asy-Syari‘ah dalam menetapkan kadar zakat atas
jenis kekayaan kontemporer yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nas.
Fatwa ini menetapkan zakat sebesar 2,5% atas penghasilan bruto tahunan dari aset
produktif, dengan syarat mencapai nisab yang setara 85gram emas. Fatwa ini
muncul sebagai respons terhadap kebutuhan hukum baru atas bentuk kekayaan
modern seperti properti sewaan, usaha digital, dan sektor jasa lain yang
menghasilkan pendapatan pasif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif melalui studi
kepustakaan dengan analisis teoritik yang didasarkan pada kerangka magasid asy-
Syari‘ah sebagaimana dikembangkan oleh asy-Syatibi. Fokus utamanya adalah
menelaah sejauh mana MUI menggunakan pendekatan kontekstual yang
mengintegrasikan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam penetapan hukum
zakat. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara deskriptif dan evaluatif
untuk mengungkap dasar normatif serta rasionalitas ekonomi yang mendasari
lahirnya fatwa tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Fatwa MUI No. 5 Tahun 2024
secara formal menggunakan kias terhadap emas sebagai landasan penetapan nisab,
sesungguhnya pendekatan yang lebih sesuai untuk zakat atas aset produktif adalah
pendekatan kategorisasi sebagaimana dalam zakat pertanian. Hal ini didasarkan
pada fakta bahwa aset produktif memiliki tingkat profitabilitas, beban operasional,
dan pola pendapatan yang berbeda-beda, terutama antara aset aktif dan pasif. Oleh
karena itu, pendekatan tarif tunggal sebesar 2,5% dinilai kurang mencerminkan
realitas ekonomi dari objek zakat. Model kategorisasi sebagaimana digunakan
dalam zakat hasil pertanian-yang membedakan antara sistem irigasi alami dan
berbiaya-dinilai lebih adil dan relevan untuk diterapkan pada zakat al-Mustagallat.

Kesimpulan ini diperkuat oleh simulasi perhitungan zakat atas aset pasif berupa
sewa tanah, di mana pendekatan 2,5% dari bruto hanya menghasilkan zakat sebesar
2,63% dari laba bersih, sedangkan pendekatan zakat pertanian menghasilkan zakat
sebesar 10% dari bersih. Oleh karena itu, pendekatan kategorisasi berbasis magasid
asy-Syart‘ah, khususnya dalam menjaga keadilan (al- ‘adalah) dan kemaslahatan
(al-maslakah), dinilai lebih tepat dan mampu meningkatkan legitimasi sosial serta
penerimaan publik terhadap fatwa zakat sebagai instrumen keadilan distributif dan
pemberdayaan ekonomi umat.

Kata Kunci: Zakat al-Mustagallat, Fatwa MUI No. 5 Tahun 2024, Istinbat Hukum,
Magasid asy-Syari ‘ah.



ABSTRACT

This study aims to analyze the legal reasoning (istinbat al-hukm) employed by
the Indonesian Council of Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) in Fatwa No. 5
of 2024 concerning the obligation of zakat on productive assets (al-Mustagallat),
and to evaluate the relevance of the maqasid asy-Shari ‘ah approach in determining
the appropriate zakat rate for contemporary forms of wealth not explicitly
mentioned in the primary sources (nass). The fatwa stipulates a zakat rate of 2.5%
on the gross annual income generated from productive assets, provided the income
reaches a nisab equivalent to 85 grams of gold. The fatwa emerges as a response
to the legal necessity of addressing modern wealth forms such as rental properties,
digital enterprises, and other service-based sectors that yield passive income.

This research adopts a normative-juridical approach through library research,
employing theoretical analysis grounded in the framework of magasid asy-Shart ‘ah
as developed by al-Syatibi. Its main focus is to examine the extent to which MUI
applies a contextual methodology that integrates the principles of justice and public
welfare in formulating zakat rulings. Primary and secondary legal sources are
analyzed descriptively and evaluatively to uncover the normative foundation and
economic rationale underlying the issuance of the fatwa.

The findings reveal that although Fatwa No. 5 of 2024 formally applies qiyas
(analogy) to gold in determining nisab, a more suitable approach for zakat on
productive assets is the categorization model used in agricultural zakat. This is due
to the fact that productive assets exhibit varying levels of profitability, operational
costs, and income patterns, particularly between active and passive assets. As such,
a flat 2.5% tariff fails to adequately reflect the economic realities of the zakatable
wealth. The categorization model in agricultural zakat—which differentiates
between naturally irrigated and cost-intensive methods—is considered fairer and
more relevant when applied to zakat al-Mustagallat.

This conclusion is further supported by a simulation of zakat calculation on a
passive asset (leased land), which demonstrates that the 2.5% gross-based
approach results in zakat constituting only 2.63% of the net profit, whereas
applying a 10% net-based rate—as in agricultural zakat—produces a significantly
more equitable outcome. Therefore, a categorization approach grounded in
magqasid asy-Shari‘ah—especially in upholding justice (al-‘adalah) and public
benefit (al-maslakah)—is deemed more appropriate and capable of enhancing the
social legitimacy and public acceptance of zakat fatwas as instruments for
distributive justice and economic empowerment of the Muslim community.

Keywords: Zakat al-Mustagallat, MUl Fatwa No. 5 of 2024, Legal Reasoning,
Magasid asy-Shari ‘ah
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A
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I1l. Ta’ Marbutah di akhir kata
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sl ditulis al-Ma’idah
AL ditulis Islamiyyah

Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam

bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki

lafal aslinya.
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VIl. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
Al ditulis a’antum
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VIIIl. Kata Sandang Alif + Lam
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

Gl ditulis Al-Qur’an
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ar-Risalah
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IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu fondasi penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki
tujuan mulia, yaitu menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi bagi
umat Muslim secara menyeluruh. Dalam kerangka Syari‘ah, zakat bukan hanya
kewajiban ritual semata, tetapi juga merupakan mekanisme distribusi ekonomi yang
bersifat struktural. Zakat memiliki dampak ganda: Pertama, sebagai ibadah
individu yang bernilai spiritual tinggi. Kedua, sebagai instrumen sosial-ekonomi
yang bertujuan mengurangi kesenjangan dan menciptakan keadilan dalam distribusi
kekayaan.! Dalam Islam, zakat memiliki tiga fungsi utama: Pertama, memperkuat
solidaritas sosial sebagai bentuk persaudaraan sesama Muslim. Kedua,
menumbuhkan perilaku etis dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, serta
mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan melalui pemberdayaan
mustahig.? Jika dikelola secara profesional dan disesuaikan dengan dinamika
zaman, zakat memiliki potensi besar sebagai alat ekonomi yang efektif dalam
mengatasi kemiskinan dan memperkecil kesenjangan sosial.

Dalam perkembangan ekonomi modern, muncul berbagai jenis kekayaan
baru yang belum secara jelas diatur dalam sumber-sumber utama hukum Islam,

seperti Al-Qur’an dan hadis. Fenomena ini merupakan konsekuensi dari

! Wahyu Akbar dkk., Filantropi Islam (regulasi dan implementasi zakat di Indonesia)
(Yogyakarta: K-Media, 2021), him. 12.

2 Armiadi Musa, Pendayagunaan Zakat Produktif; Konsep, Peluang dan Pola
Pengembangan (Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020), him. 4.



transformasi ekonomi global dan digital yang mengubah cara manusia memperoleh,
mengelola, dan memanfaatkan kekayaan. Salah satu bentuk kekayaan baru yang
relevan adalah aset produktif (al-Mustagallat),? yaitu harta yang tidak digunakan
secara langsung, tetapi menghasilkan pendapatan secara pasif. Contohnya meliputi
properti yang disewakan, kendaraan dalam layanan transportasi daring, investasi
dalam usaha yang dikelola pihak lain, hingga bisnis digital berbasis platform.
Dalam beberapa kasus, aset-aset ini menghasilkan pendapatan yang jauh lebih besar
dibandingkan harta tradisional seperti hasil pertanian atau simpanan kas. Namun
demikian, karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam literatur klasik zakat,
status zakat atas aset-aset produktif ini memerlukan pendekatan hukum Islam yang
adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Hal ini membuka ruang bagi
lembaga fatwa untuk melakukan ijtihad, baik dalam bentuk analogi hukum (kias),
istihsan, maupun pendekatan maqasid al-Syari ‘ah.

Hal ini juga didukung dengan data survei dari Badan Pusat Statistik (BPS)
bahwasanya pada tahun 2023, pendapatan usaha jasa akomodasi di Indonesia yang
mencakup hotel, penginapan, homestay, dan akomodasi lainnya mencapai
Rp188,64 triliun, meningkat tajam dari Rp73,74 triliun pada 2022, atau mengalami

pertumbuhan sebesar 155,82%, yang dapat dilihat pada gambar 1.*

% Irfandi, “Zakat Aset Produktif (al-Mustagallat) dalam Tinjauan Fikih,” Sibatik Journal:
Jurnal limiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan 1, no. 6 (2022), him.
809-822.

4 Badan Pusat Statistik, Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya di Indonesia 2024 (Jakarta: BPS
Statistics Indonesia, 2024), him. 18.
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Gambar 1. Nilai pendapatan, Biaya Input dan Nilai Tambah Bruto Usaha Jasa
Akomodasi (triliun rupiah), 2022 dan 2023.

Pertumbuhan ini tidak hanya menggambarkan pemulihan pascapandemi
COVID-19, tetapi juga menunjukkan bahwa sektor akomodasi merupakan salah
satu sumber ekonomi yang sangat potensial dan dapat dimasukkan dalam kategori
aset produktif. Nilai tambah bruto dari sektor ini juga meningkat dari Rp 49,37
triliun menjadi Rp139,27 triliun pada periode yang sama.® Selain itu, jumlah unit
usaha jasa akomodasi pada tahun 2024 mencapai 31.175 unit, meningkat 7,48%
dibandingkan tahun sebelumnya, yang mengindikasikan tren pertumbuhan yang
positif dan berkelanjutan dalam sektor ini, dapat dilihat pada gambar 2 di bawah

ini.5

5 Badan Pusat Statistik, Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya di Indonesia 2024, him. 19.

® 1bid., him. 10.



Gambar 2. Jumlah Hotel dan Jasa Akomodasi Lainnya pada Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS, 2024)

Usaha akomodasi merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang
menghasilkan pendapatan secara stabil dan berkelanjutan, sehingga dapat
dikategorikan sebagai kekayaan yang berkembang (al-mal an-nami) dalam
perspektif fikih zakat. Dalam konteks kekayaan kontemporer, bentuk-bentuk
seperti properti dan investasi dalam skema sewa-menyewa memiliki nilai ekonomi
yang setara, bahkan dalam beberapa kasus melebihi, jenis harta yang secara
eksplisit disebutkan dalam nash. Oleh karena itu, perluasan objek zakat tidak
semestinya terbatas pada harta yang disebut secara tekstual dalam sumber-sumber
klasik, melainkan juga mencakup bentuk kekayaan modern yang memiliki
kesetaraan fungsi dan manfaat ekonomi. Dengan demikian, pendapatan yang
diperoleh dari usaha akomodasi, baik yang dikelola langsung maupun disewakan
kepada pihak lain, merupakan objek yang layak dikenai kewajiban zakat dalam

kerangka pengembangan figh zakat kontemporer.



Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan Fatwa Nomor 5 Tahun
2024 mengenai kewajiban zakat atas aset produktif (al-Mustaghallar) sebagai
tanggapan terhadap dinamika ekonomi modern dan kebutuhan hukum.” Fatwa ini
merupakan wujud ijtihad kolektif ulama dalam menghadapi realitas kekayaan
modern yang tidak dijelaskan secara rinci dalam teks primer syariah. Dalam fatwa
tersebut, MUI menetapkan bahwa penghasilan yang diperoleh dari aset produktif
wajib dizakati sebesar 2,5% dari total pendapatan bruto tahunan, dengan syarat
jumlahnya telah mencapai nisab yang setara dengan 85gram emas. Pendekatan ini
menunjukkan adanya kias terhadap zakat emas, yang dalam banyak literatur klasik
dipandang sebagai standar kekayaan likuid.

Namun, penetapan ini memunculkan pertanyaan metodologis: Apakah
pendekatan kias tersebut sudah tepat dalam melihat karakteristik ekonomi dari aset
produktif berbagai macam ragamnya, yang pada dasarnya berbeda dengan emas?
Dengan demikian, penting untuk menelaah metode istinbat hukum yang digunakan
MUI dalam fatwa ini, apakah mengandalkan kias saja ataukah mempertimbangkan
prinsip-prinsip kemaslahatan yang lebih luas melalui magasid asy-Syari ‘ah.

Merujuk pada pandangan asy-Syatibi terkait magqasid asy-Syari‘ah
sebagaimana dikembangkan dalam karyanya al-Muwatagat fi Usiil asy-Shari ‘ah,
inti dari pensyariatan Islam adalah menjaga lima tujuan pokok dalam kehidupan
manusia: perlindungan terhadap agama (kifz ad-din), perlindungan jiwa (kifz an-

nafs), penjagaan akal (kifz al-‘aql), pemeliharaan keturunan (kifz an-nasl), dan

" MUI, Konsensus Ulama Fatwa Indonesia: Himpunan Hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-
Indonesia VIII Tahun 2024 (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa MUI, 2024), him. 86.



penjagaan terhadap harta (hifz al-mal).2 Dalam bahasan zakat, perlindungan harta
sangat penting karena zakat mengatur hubungan vertikal antara seorang hamba dan
Tuhannya, serta hubungan horizontal antara manusia satu sama lain melalui
keadilan ekonomi dan solidaritas sosial. Oleh karena itu, pendekatan magasid
memberikan landasan normatif dan metodologis yang kuat untuk mengevaluasi
relevansi hukum zakat terhadap objek-objek kekayaan kontemporer. Jika zakat
diberlakukan tanpa mempertimbangkan dimensi magqasid dan realitas ekonomi dari
objeknya, maka tujuan dari pensyariatan zakat berpotensi tidak tercapai secara
optimal, bahkan bisa menimbulkan ketimpangan baru dalam masyarakat.

Sebagai contoh, sektor akomodasi seperti hotel dan penginapan cenderung
menghasilkan pendapatan yang stabil dan bahkan meningkat dari waktu ke waktu,
berbeda dengan emas yang memiliki harga pasar fluktuatif dan tidak selalu
menghasilkan pendapatan. Perbedaan karakteristik ini patut dipertimbangkan
dalam menetapkan kadar dan mekanisme penghitungan zakat. Jika pendekatan
hukum yang digunakan bersifat rigid tanpa mempertimbangkan dinamika ekonomi
dan konteks sosial, maka zakat bisa menjadi beban yang tidak proporsional bagi
sebagian pelaku usaha atau justru tidak adil bagi kelompok masyarakat yang lain.
Oleh sebab itu, penerapan magqasid asy-Syari‘ah dalam penetapan zakat atas aset
produktif menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip keadilan,

keseimbangan, dan kemaslahatan dapat benar-benar diwujudkan.

8 Abii Ishaq asy-Syatibi, al-Muwdfaqat fi Usil al-Syari‘ah (Beirut: Dar al-Kutub al-1imiyyah,
2007), him.326.



Berdasarkan dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendalami
metode istinbat hukum yang diterapkan oleh MUI dalam Fatwa Nomor 5 Tahun
2024, serta mengevaluasi sejauh mana pendekatan magqasid asy-Syari‘ah dapat
digunakan untuk menilai relevansi dan keadilan penetapan kadar zakat atas
pendapatan dari aset produktif. Kajian ini tidak hanya bertujuan mengungkap
proses istinbat hukum yang dilakukan oleh otoritas fatwa, tetapi juga ingin
memberikan  kontribusi  konseptual dalam pengembangan hukum zakat
kontemporer yang adaptif terhadap dinamika ekonomi umat. Dengan demikian,
penelitian ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara teks normatif dan realitas
praktis, serta memperkaya khazanah fikih muamalah dalam konteks masyarakat
modern.

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini akan memusatkan perhatian
pada dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana metode istinbat hukum yang
dipakai oleh MUI dalam menentukan kewajiban zakat atas aset produktif
sebagaimana tercantum dalam Fatwa Nomor 5 Tahun 2024. Kedua, sejauh mana
pendekatan magqasid asy-Syari‘ah dapat digunakan untuk mengevaluasi relevansi
dan keadilan penetapan kadar zakat tersebut, khususnya ketika dikaitkan dengan
karakteristik ekonomi dari aset produktif seperti properti sewaan dan sektor jasa

akomodasi.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian

ini dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana metode istinbat yang digunakan MUI dalam Fatwa No. 5 Tahun
2024 tentang zakat al-Mustaghallat?

2. Bagaimana relevansi magasid asy-Syari ‘ah terhadap Fatwa MUI No. 5 Tahun
2024 dalam menetapkan kadar zakat aset produktif berdasarkan karakteristik

ekonomi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan

untuk mencapai hal-hal berikut:

a. Menganalisis metode istinbat hukum MUI dalam menetapkan Fatwa No.
5 Tahun 2024.

b. Mengevaluasi relevansi magasid asy-Syari ‘ah terhadap Fatwa MUI No. 5
Tahun 2024 dalam menetapkan kadar zakat aset produktif berdasarkan
karakteristik ekonomi.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti, baik

secara teoritis maupun praktis, dalam pengembangan hukum zakat di era

modern, dengan rincian sebagai berikut:



a.

Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu menambah kekayaan khazanah keilmuan
dalam bidang fikih zakat, terutama dalam pengembangan konsep zakat al-
Mustaghallat yang masih relatif baru di Indonesia. Selain itu, Penelitian
ini bertujuan untuk menyampaikan pemahaman yang komprehensif
tentang metode istinbat hukum yang diterapkan oleh MUI dalam
penyusunan fatwa kontemporer, serta menawarkan kerangka evaluasi
yang berbasis magqasid asy-Syari‘ah dalam merespons dinamika ekonomi
modern.

Kegunaan Praktis

1) Bagi Lembaga Zakat (seperti BAZNAS dan LAZNAS): Penelitian ini
diharapkan menjadi referensi dalam merancang strategi pengelolaan
zakat dari aset produktif, sekaligus memperkuat argumentasi fighiyah
dalam edukasi dan sosialisasi zakat kepada masyarakat, sehingga
lembaga zakat lebih responsif terhadap perkembangan jenis kekayaan
umat.

2) Bagi masyarakat Muslim: Penelitian ini seyogyanya dapat menaikan
literasi masyarakat terhadap jenis-jenis kekayaan yang wajib dizakati,
terutama dari sektor yang berkembang seperti properti sewaan, usaha
digital, dan jasa akomodasi, serta mendorong kepatuhan dalam

menunaikan kewajiban zakat atas aset tersebut.
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D. Telaah Pustaka

Setiap penelitian selalu dimulai dengan meninjau temuan-temuan sebelumnya yang
relevan. Penelitian terdahulu terkait zakat dan fatwa telah dilakukan oleh berbagai
peneliti, terutama yang berkaitan dengan zakat al- Mustagallat dan metode istinbat
hukum Islam. Berikut adalah rangkuman penelitian terkait yang menjadi dasar
penelitian ini:

Pertama, penelitian yang membahas beragam metode istinbat hukum yang
diterapkan oleh berbagai lembaga Islam, seperti DSN-MUI, MUI, dan NU, dalam
merespons isu-isu kontemporer. Penelitian pertama oleh Lingga Irsyadi dan Jundi
Qoriba Slamet yang menganalisis Fatwa No0.147/DSN-MUI/X11/2021 oleh DSN
MUI menggunakan pendekatan hukum Islam normatif dengan sumber utama Islam,
serta metode istihsan, istishab, dan magasid asy-Syari‘ah, untuk menetapkan
jaminan sosial berbasis prinsip syari’ah yang menghindari garar, maisir, dan riba.®
Penelitian lain oleh Nanang Abdillah yang mengkaji metode DSN-MUI dalam
fatwa Sovereign Green Sukuk yang menggunakan metode istislahi untuk
mendukung pembangunan berkelanjutan selaras dengan magasid asy-Syari‘ah,
serta mendorong penerbitan instrumen keuangan ramah lingkungan.*® Selanjutnya,
Iffatul Umniati Ismail yang membandingkan metode istinbat MUI dan NU dalam

fatwa kuis SMS berhadiah menunjukkan perbedaan pendekatan, dengan MUI

® Muhammad Lingga Irsyadi dan Jundi Qoriba Slamet, “Analisis Istinbath Hukum pada Fatwa
DSN-MUI No.147/DSN-MUI/XI1/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Berdasarkan Prinsip Syariah,” Journal of Figh in Contemporary Financial Transactions, Vol. 2,
No. 1 (2024), him. 70-87.

10 Nanang Abdillah, “Sms Berhadiah Perspektif Fikih (Komparasi Metode Istinbath Hukum
MUI dan NU),” Jurnal Fikroh, Vol. 9 (2016), him. 49-57.
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menggunakan kias, sedangkan NU langsung mengategorikannya sebagai maisir
berdasarkan tradisi fikih klasik, meskipun keduanya mendasarkan fatwa pada Al-
Qur’an (Al-Maidah: 90-91).1! Dalam penelitian selanjutnya dalam konteks politik,
Inas Afifah Zahra dan F. Muhammad Abdurrohman Akbar meneliti MUI yang
menetapkan bahwa golput dalam pemilihan suara merupakan tindakan yang
diharamkan dengan melalui metode ijtihad kolektif dalam pendekatan bayani, kiasi,
dan istislahi, meskipun terdapat Kkritik atas kualitas dalil dan representasi ulama
dalam prosesnya.'? Penelitian yamh lain oleh Agnia Martha Yualia dan R. Tanzil
Fawaiq Sayyaf yang membandingkan metode istinbath Dar al-Ifta al-Misriyyah
dan MUI terkait xenotransplantasi babi, di mana Dar al-Ifta menggunakan metode
Ta ‘Iilr berbasis maslahat musralah, sedangkan MUI mengacu pada magasid asy-
Syart‘ah untuk menjaga jiwa (kifz al-nafs). Keduanya sepakat bahwa hukum asal
xenotransplantasi adalah haram, tetapi dapat menjadi mubah dalam keadaan darurat
demi menyelamatkan nyawa.*?

Kedua, Penelitian selanjutnya membahas tentang fatwa zakat yang
ditetapkan oleh MUI dengan berbagai pendekatan. Studi tentang fatwa zakat MUI
menunjukkan berbagai aspek penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ali Topan menemukan bahwa dalam fatwa

11 Iffatul Umniati Ismail, “Telaah Kritis Metodologi Istinbath MUI (Studi Kasus Fatwa Tentang
Golput),” Jurnal Media Syariah, Vol. 13 (2011), him. 73-74.

12 Inas Zahra Afifah dan F. Muhammad Abdurrahman Akbar, “Analisis Metode Istinbath
Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Sovereign Green Sukuk,”
Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies, Vol. 1, No. 2 (2023), him. 1-17.

13 Agnia Martha Yualia dan R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, “Studi Komparatif Metode Istinbath Dar
Al Ifta Al-Mishiriyyah dan MUI Tentang Xenotransplantasi Babi,” Al Qalam: Jurnal llmiah
Keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol. 16, No. 6 (2022), him. 2274-2287.
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MUI no. 3 Tahun 2003, yang mengatur metode kias untuk zakat pendapatan,
mengaitkan zakat pendapatan dengan zakat emas senilai 85gram sebagai analogi
untuk menentukan nisab.}* Di tingkat lokal, kajian lainnya oleh Mursalin
Maggangka dan Muhammad Igbal Azhari yang menunjukkan bahwa sosialisasi
regulasi zakat berbasis fatwa di Kabupaten Batam terbukti efektif dalam
meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban zakat.® Selain itu,
penelitian oleh Erik Rahman Gumiri dan Abuzar Al ghifari yang berfokus pada
pengelolaan aset produktif, yang termaktub dalam Fatwa MUI Nomor 14 Tahun
2011, memberikan peluang pemberdayaan ekonomi bagi mustahik, dengan
penekanan pada kemandirian dhuafa produktif melalui dana zakat.'® Penelitian lain
oleh Ismail, Nur Wulan, Fitriani dan M. Saiful Rahman yang menyoroti
perkembangan zakat di Indonesia, yang tercatat sebagai negara dengan riset zakat
terbanyak, terutama selama pandemi Covid-19, dengan penekanan pada perubahan
paradigma komunitas, pengumpulan zakat individu, distribusi zakat produktif, dan
tren digitalisasi melalui platform Zakatech yang mendukung pengelolaan zakat

secara modern.t’

14 Ali Topan, “Epistemologi Fikih Filantropi Islam dalam Zakat Profesi: Studi Fatwa Majelis
Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan,” Jurnal Keislaman, Vol. 5, No.
2 (2022), him. 238-255.

15 Mursalin Manggangja, Muhammad Igbal Azhari, “Manajemen Zakat dan Wagqf,” Jurnal
Addayyan, Vol. 1 (2023), him. 19-29.

16 Erik Rahman Gumiri dan Abuzar Alghifari, “Manajemen Aset Produktif untuk
Memberdayakan Mustahik: Analisis Pendistribusian Zakat Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 14
Tahun 2011,” Management of Zakah and Wagf Journal (MAZAWA), Vol. 1, No. 2 (2020), him. 112.

17 Ismail, Nur Wulan, Fitriani, dan M. Saiful Rahman, “Analisis Pendekatan Zakat Produktif,”
At-Tawaassuth: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 9, No. 1 (2024): him. 129-146.
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Ketiga, yaitu penelitian tentang zakat al-Mustagallat. Penelitian oleh Irdlon
Sahil mengenai zakat al-Mustagallat mengkaji berbagai aspek terkait
pengertiannya, hukumnya, serta perbedaan pandangan para ulama klasik dan
kontemporer. Beberapa kajiannya fokus pada pro dan kontra terkait kewajiban
zakat al-Mustagallat, dengan ulama kontemporer yang mendukung kewajiban
zakat atas aset produktif berpendapat bahwa sifat aset ini memenuhi kriteria namaa’
(berkembang). Sementara itu, mayoritas ulama klasik menolak kewajiban zakat atas
aset produktif karena tidak ditemukan dalil yang eksplisit dalam Al-Qur'an maupun
hadis yang secara tegas mendasarinya.'8 Penelitian lain oleh Irfandi meninjau zakat
al-Mustagallat dari perspektif fikih, di mana ditemukan perbedaan pendapat di
kalangan ulama mengenai mekanisme perhitungan zakat. Beberapa ulama hanya
mewajibkan zakat atas keuntungan yang diperoleh dari aset produktif, sementara
yang lain mewajibkan zakat atas nilai aset itu sendiri.'® Selanjutnya penelitian oleh
Hanudin Amin dan Imran Mehboob Syeikh yang mengkaji indeks penerimaan
zakat al-Mustagallat (ZAMAI) melalui analisis sikap, pengaruh sosial, efikasi diri,
jumlah informasi, dan altruisme Islami menggunakan survei terhadap 184 pemilik
properti di Malaysia. Hasil menunjukkan pengaruh signifikan faktor-faktor tersebut
terhadap ZAMAI, dengan sikap berperan sebagai variabel mediasi. Penelitian ini
juga menawarkan panduan praktis untuk mengukur penerimaan zakat al-

mustaghallat dan memperkenalkan pendekatan baru dalam konteks pemilik

18 Irdlon Sahil, “Pro Kontra Zakat al-Mustagallat,” Jurnal Syaikhuna, vol. 9 (2018), him. 267-
284,

19 Irfandi, “Zakat Aset Produktif (al-Mustagallat) dalam Tinjauan Fikih”, him. 809-822.


https://scholar.google.com/citations?user=KFzvcCgAAAAJ&hl=id&oi=sra
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properti.?® Penelitian selanjutnya oleh Azman dkk. yang membahas potensi
kesetaraan antara zakat atas sukuk investasi jangka panjang dengan zakat atas al-
Mustagallat (aset yang menghasilkan pendapatan seperti sewa), di mana zakat
hanya dikenakan pada hasil atau pendapatan. Dengan merujuk pada praktik
beberapa lembaga zakat di Malaysia yang menerapkan zakat hanya pada dividen
setelah satu tahun penuh, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keakuratan
ketentuan tersebut melalui analisis data terbaru terkait sukuk.?*

Keempat, membahas tentang magasid asy-Syari‘ah yang dilakukan oleh
Elissa Qathrunnada & Muhammad Lathoif yang menganalisa sukuk wakaf dalam
Fatwa DSN-MUI No. 131 Tahun 2019 dari perspektif maqasid asy-Syari‘ah Al-
Syatibi. Sukuk wakaf dianggap sebagai instrumen investasi yang dapat
mengoptimalkan aset wakaf untuk kesejahteraan sosial, pembangunan
infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan.?? Sedangkan dalam penelitian Ghazali
Lucky Nugroho dkk, menyoroti strategi pengembangan ekosistem bisnis wisata
halal yang berlandaskan pada magasid asy-Syari‘ah, dengan tujuan memperkuat
daya saing sektor pariwisata nasional. Melalui penyediaan infrastruktur dan layanan

berbasis prinsip halal, diharapkan pemerintah mampu menarik minat wisatawan

20 Hanudin Amin dan Imran Mehboob Shaikh, “Zakat al-Mustagallat for Malaysian landlords
of residential properties,” International Journal of Housing Markets and Analysis ahead-of-p, no.
ahead-of-print (2023),

2L Azman Bin Muhammad Noor et al., “The Concept of Zakat of Mustaghallat and Its
Application to Long Term Investment Sukuk BT - The Importance of New Technologies and
Entrepreneurship in Business Development: In The Context of Economic Diversity in Developing
Countries,” (Cham: Springer International Publishing, 2021), hlm. 1605-1614.

22 Elissa Qathrunnada dan Muhammad Lathoif Ghazali, “Analisis fatwa DSN MUI No. 131
tahun 2019 tentang sukuk wakaf dari perspektif maqashid syariah al syatibi,” Jurnal keislamanan,
sosial, hukum dan pendidikan 08, no. 36 (2023), him. 181-93.
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Muslim dan menjadikan Indonesia sebagai destinasi utama wisata halal di tingkat
global.?® Sementara itu, Ahmad Mukri Aji dkk, mengkaji hak wirausaha perempuan
dalam magasid asy-Syari‘ah, menekankan hak mereka dalam menyalurkan hobi
dan memperoleh penghasilan. Islam memberi ruang bagi perempuan berwirausaha
selama tetap menjaga nilai agama dan sosial.?*

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa celah kajian yang
belum terisi secara komprehensif. Pertama, belum ada penelitian yang secara
spesifik mengulas metode istinbat hukum yang diterapkan oleh MUI dalam Fatwa
No. 5 Tahun 2024 terkait zakat al-Mustagallat, terutama pada hal pendekatan ushul
fikih yang digunakan serta kejelasan analisis terhadap dasar hukum dan proses
penetapannya. Kedua, masih minim Kkajian yang mengevaluasi relevansi
pendekatan magasid asy-Syari ‘ah, khususnya teori asy-Syatibi, dalam menetapkan
kadar zakat atas aset produktif dengan mempertimbangkan karakteristik ekonomi
yang berbeda dengan objek zakat lainnya. Pendekatan magasid asy-Syari‘ah
memiliki peran krusial dalam menjamin bahwa kebijakan zakat tidak sekadar sesuai
dengan ketentuan hukum, tetapi selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi serta

mampu menghadirkan manfaat optimal bagi masyarakat luas.

23 Lucky Nugroho, dkk, “Ekosistem Bisnis Wisata Halal dalam Perspektif Magasid
Syariah,” Perisai : Islamic Banking and Finance Journal 3, no. 2 (2019), him. 92-104.

24 Ahmad Mukri Aji dkk, “Hak Wirausaha Perempuan Perspektif Magasid Syariah,”
Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah 6, no. 1 (2020): him.
161-78.
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E. Kerangka Teoritik
1. Teori Istinbat Hukum
a. Pengertian Istinbat
Secara bahasa, istilah istinbat berasal dari kata benda an-naby, yang
merupakan bentuk masdar dari kata kerja nabara—yanbusu—nabran yang
berarti air yang pertama kali muncul dari dalam sumur saat digali. Al-
Jurjani turut mempertegas makna ini dengan mengartikannya sebagai
proses mengeluarkan air dari dalam tanah. Kemudian kata kerja tadi
ditambahkan menjadi sulasi mazid dengan satu huruf yaitu alif didepannya
menjadi anbata atau dengan tiga huruf tambahan menjadi istanbata.?®
Oleh karena itu, secara etimologis, istinbat merujuk pada makna istakiraja
(mengeluarkan), yakni usaha untuk mengungkap atau menjelaskan sesuatu
yang sebelumnya masih tersembunyi atau belum jelas.’® Makna ini
mencerminkan suatu proses pencarian mendalam, layaknya menggali
tanah untuk menemukan mata air yang tersembunyi di dalamnya.
Musa‘id bin Sulaiman at-Tayyar menjelaskan bahwa istilah nabata
merujuk pada tindakan mengeluarkan sesuatu.?’” Oleh Kkarena itu, secara
asal-usul, kata istinbasa berarti mengeluarkan air dari sumbernya. Dalam

konteks ilmu usi/ al-figh, makna ini kemudian berkembang menjadi

25 <Al bin Muhammad al-Jurjani, at-Ta rifat (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, 1983),
him. 22.

26 Muhammad bin Muhammad bin Amir al-Hajj, At-Tagrir wa At-Takhbir (Beirut: Dar al-
Kutib al-‘ilmiyah, 1999), hlm. 28.

2" Musa‘id bin Sulayman al-Tayyar, Mafhim al-Tafsir wa al-Ta wil wa al-\stinbat wa al-
Tadabbur wa al-Mufassir (Riyad: Dar Ibn al-Jawzi, 2006), him. 159.
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proses mengeluarkan hukum dari sumbernya. Secara etimologis, makna
dasar dari istinbar adalah al-istikhraj, yang berarti “mengeluarkan.”?®
Istikhraj sendiri merupakan masdar dari kata kerja istakhraja, yaitu fi il
madr dari bentuk sulasi mazid dengan tiga tambahan huruf, bersifat
muta ‘addr (transitif). Adapun bentuk asalnya (sulast mujarrad) adalah
kharaja-yakhruju, yang bersifat lazim (intransitif), dengan masdar al-
kharj, yang berarti “keluar.” Karenanya, makna istinbat yang tepat adalah
al-istikhraj.

Adapun secara lIstilah, dari banyaknya pengertian terkait istinbat
dengan redaksi yang berbeda namun memiliki kemiripan dalam hal
substansinya. menurut Al-Jurjani dalam kitab at-7a ifar. %

i) 58y alll bdy osad) e el o) s

Beliau menjelaskan bahwa Istinbat merupakan suatu proses
mengeluarkan makna atau hukum dari nas (teks syariat) dengan
menggunakan ketajaman akal dan kekuatan berpikir. Proses ini tidak
sekadar memahami lafaz secara lahiriah, melainkan menuntut kemampuan
intelektual yang mendalam untuk menangkap makna tersembunyi di balik
teks. Dengan demikian, istinbat merupakan bentuk ijtihad yang
meniscayakan analisis kritis dan argumentatif dalam menyingkap

kandungan hukum dari sumber-sumber syariat. Ahmad Salim Batahir

28 Muhammad ar-Ruki, Nazariyah al-Taq’id al-Fighi wa Asaruha fi Ikhtilaf al-Fugaha’
(Beirut: Dar Ibn Hazm, 2001), him. 363.

29 < Al1 bin Muhammad al-Jurjani, at-Ta ‘rifat, him. 22.
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mempertegas bahwa dalam menerapkan istinbt perlu bersungguh-sungguh
sebab dalam istinbat terdapat kesulitan atau kesusahan.*°

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa istinbat merupakan
suatu usaha untuk menggali dan menemukan ketentuan hukum syar’i yang
bersumber dari nash al-Qur’an dan hadis, yang dilakukan melalui
pemanfaatan daya pikir dan kemampuan logika secara maksimal. Proses
ini menuntut kecermatan dan ketajaman akal dalam memahami makna
teks, guna merumuskan hukum yang sesuai dengan maksud syariat dengan
kesungguhan.
b. Metode Istinbat

Istinbat hukum dalam Islam terbagi ke dalam dua pendekatan pokok,
yakni pendekatan kebahasaan (ruruq lafziyyah) dan pendekatan makna
atau spirit teks (furug ma ‘nawiyyah).®* Pendekatan kebahasaan (turuq
lafziyyah) berfokus pada penafsiran lafaz dan maknanya dengan
memperhatikan letak kata dalam susunan kalimat, serta bentuk-bentuk
linguistik dan petunjuk makna yang terkandung di dalamnya. Pendekatan
ini melibatkan kajian yang mendalam terhadap struktur bahasa dalam al-
Qur’an dan Sunnah, guna menangkap hukum yang tersirat secara langsung
dari redaksi teks.*> Adapun pendekatan maknawi yaitu penarikan

kesimpulan hukum bukan pada nas, akan tetapi langsung seperti halnya

30 Ahmad Salim Muhammad Batahir, al-Istinbat ‘inda al-Imam al-Muzi 7 fi Kitabih: Taysir
al-Bayan li Ahkam al-Qur’an, (Makkah : Umm al-Qura, 2015), him. 68.

31 Muhammad Abii Zahrah, Usii/ al-Figh (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1985), hlm. 115.

32 |bid., him. 115-116.
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dalam penggunaan al-giyas dan al-istiksan, al-masalik, az-zara’i dan lain
sebagainya.®
Kemudian, perlu diperjelas bahwa metode maknawiyah dalam istinbat
hukum yang sering ditemui dalam kitab-kitab usi/ al-figh disebut sebagai
dalil-dalil syara’ yang mana hal tersebut diperselisihkan oleh
ulama(mukhtalaf fih) yang melengkapi empat dalil sumber hukum yang
disepakati (Al-Qur’an, as-Sunnah, al-Ijma’, dan al-Qiyas).3
c.  Metode Istinbat Utama
Dalam Penggunaan Metode ljtihad, Menurut Dawalibi, membagi
ijtihad menjadi tiga bagian yang sebagiannya sesuai dengan pendapat al-
Syatibi dalam kitab al-Muwafagat, yaitu:
1) Metode Bayani
Metode Bayani merupakan pendekatan epistemologis dalam usi/
al-figh yang berlandaskan pada otoritas teks-teks keagamaan, yakni
al-Qur’an dan Sunnah, dengan menekankan penggunaan analisis
kebahasaan. Secara etimologis, istilah bayani berasal dari akar kata
bana-yabinu, yang berarti tampak,®® terang dan jelas.®® Dalam
terminologi  Ushul Figh, bayani didefinisikan sebagai proses

“mengeluarkan sesuatu dari keadaan yang samar menuju kepada

% Muhammad Abi Zahrah, Usii/ al-Figh, him. 116.

34 Amir Syarifuddin, Usal al-Figh (Jakarta: Kencana, 2008), him. 304.

3 Haitsam Hilal, Mu jam Mushtalah al-Usil (Kairo: Dar al-Jil, 2003), hlm. 57.

36 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997),

him. 125.



20

kejelasan” (ikhraj al-syai’ min hayyiz al-isykal ila hayyiz al-wudith).>’
Pengertian tersebut menunjukkan bahwa metode bayani berfungsi
untuk menggali ketentuan hukum yang terkandung dalam nas ketika
maknanya masih belum jelas, hingga akhirnya tersingkap secara
terang dan dapat diamalkan secara menyeluruh. Karena itu,
pendekatan ini sangat bergantung pada penafsiran teks nash melalui
analisis kebahasaan atau kaidah-kaidah linguistik.®

Kaidah-kaidah kebahasaan memiliki peran penting karena
melalui pendekatan inilah ketentuan-ketentuan hukum yang mungkin
dimaksud oleh Syari’ dapat diungkap. Dalam praktiknya, sebagian
perintah dalam nash mengandung makna yang tegas dan bersifat
mengikat, sehingga melahirkan hukum ijab (kewajiban) dan tahrim
(keharaman). Sementara itu, sebagian lainnya disampaikan dalam
bentuk perintah atau larangan yang tidak bersifat tegas, yang
kemudian melahirkan hukum nadb (anjuran) dan karahah
(kemakruhan). Bahkan dalam kondisi tertentu, nash memberikan
pilihan, yang menghasilkan hukum ibahah (kebolehan). Semua
bentuk hukum ini dapat ditemukan dalam literatur ushul fikih dan

fikih, khususnya dalam pembahasan mengenai turuq al-istinbaz.>°

87 Haitsam Hilal, Mu jam Mushtalah al-Usiil, him. 57.

38 Bakhtiar, “Epistemologi Bayani, Ta’lili dan Istislahi dalam Pengembangan dan
Pembaharuan Hukum”, Tajdid, Vol. 18, No.1; Juli 2015, him. 6.

% 1bid., him. 8.



21

Metode bayani merupakan bentuk penalaran dalam memahami
teks nash untuk mengungkap makna yang terkandung dalam lafaz
tertentu, sehingga substansi hukum yang dikehendaki oleh Syari’
sebagai pembuat hukum dapat diketahui secara tepat. Imam asy-
Syafi’i, sebagai tokoh penting dalam pengembangan teori ini,
menegaskan bahwa seluruh ayat al-Qur’an merupakan petunjuk bagi
umat manusia. Pengungkapan petunjuk tersebut bisa bersifat tekstual,
seperti perintah shalat, puasa, zakat, dan larangan terhadap zina atau
konsumsi khamar. Ada pula yang dijelaskan melalui tuntunan Nabi
Muhammad saw., misalnya jumlah rakaat shalat atau waktu
pelaksanaan zakat. Sebagian lagi disampaikan Nabi tanpa disebutkan
dalam Al-Qur’an, namun tetap menjadi ketentuan yang wajib
diikuti.*°

Dalam proses istinbat hukum melalui pendekatan kebahasaan, hal
utama yang menjadi fokus perhatian para ulama usiz/ al-figh adalah
makna lafaz, khususnya dalam hubungannya dengan letak atau posisi
lafaz tersebut dalam struktur kalimat. Abu Zahrah diantara ulama usi!/
al-figh yang mengklasifikasikan pendekatan kebahasaan dalam proses
istinbat hukum kedalam empat dimensi utama:*!

a) Lafaz ditinjau dari sisi cakupan makna atau keluasan yang

dikandungnya, kategori ini mencakup:

40 Muhammad ibn Idris al-Syafi’i, ar-Risalah (Beirut: Dar al-Maktab al-‘Iimiyyah, t.t.),
him. 21-22.

41 Muhammad Abii Zahrah, Usiil al-Figh, him. 117.
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(1) ‘Am (umum), Khas (khusus), dan Musytarak (lafaz yang
mengandung lebih dari satu makna).

(2) Amar (perintah): Lafaz yang menunjukkan tuntutan untuk
melakukan suatu tindakan dari pihak yang berkedudukan
lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Secara umum, lafaz
amar (perintah) dalam bahasa Arab dipahami sebagai bentuk
tuntutan yang bersifat wajib (ijab), yakni perintah untuk
melakukan suatu perbuatan yang lebih ditekankan daripada
meninggalkannya. Meski demikian, dalam praktik
penggunaannya, lafaz ini tidak selalu menunjukkan
kewajiban. Terkadang, amar juga bermakna anjuran (nadb),
petunjuk (irsyad), etika atau sopan santun (za 'dib), kebolehan
(ibahah), ancaman (tahdid), pemuliaan (ikram), penghinaan
atau penundukan (taskhir), pelemahan (za jiz), penyamaan
(taswiyah), penyerahan (fafwid), pendustaan (takzib),
kesedihan atau sumpah kuat (talkif), permohonan (du‘a’),
permintaan biasa (iltimas), pernyataan nikmat (imtinan),
penciptaan (fakwin), hingga angan-angan (famanni). Ragam
makna ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap lafaz
amar sangat bergantung pada konteks dan tujuan

pembicaraan.*?

42 Kamal Muchtar, IImu Ushul Figh (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf UlI, 1995), him.30.
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(3) Nahi (larangan): Secara bahasa, nahi berarti larangan atau
tindakan mencegah. Dalam istilah ushul figh, para ulama
memberikan definisi yang menekankan aspek permintaan
untuk meninggalkan suatu perbuatan dari pihak yang
memiliki kedudukan lebih tinggi kepada pihak yang lebih
rendah. Abdul Hamid Hakim menjelaskan nahi sebagai
permintaan untuk meninggalkan sesuatu yang datang dari
pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah.*?
Sementara itu, Al-Usaimin mendefinisikannya sebagai
ungkapan yang mengandung permintaan untuk menahan diri
dari suatu perbuatan dalam bentuk perintah dari atas ke
bawah, yang disampaikan melalui bentuk khusus, yaitu fi'il
mudhari' yang diawali dengan (/@ nahiyah).* Kaidah-kaidah
penting yang mengiringinya antara lain:*

e~ e @ JY)

Pada prinsipnya larangan menunjukkan hukum haram, dan
e gl ald i g @3 oY)
Larangan mengandung makna rusaknya perbuatan yang

dilarang jika tetap dilakukan.

43 < Abd al-Hamid Hakim, Mabdadi’ Awwaliyyah (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, 2025),
him. 7.

4 Muhammad lbn Salih Al-Usaimin, al-Usiil min ‘Ilm al-Usiil (Mesir: Dar Ibn al-Jauzi,
2009), him. 28.

45 <Abd al-Hamid Hakim, Mabadi’ Awwaliyyah, him. 7.
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(4) Murlag dan Mugayyad:

Murlaq adalah lafaz yang mengandung satu makna dari
sejumlah kemungkinan makna yang termasuk dalam
cakupannya, tanpa disertai pembatas secara eksplisit dalam
redaksi. Sebaliknya, mugayyad adalah lafaz yang juga
mengandung satu makna dari cakupan makna yang tersedia,
tetapi dengan adanya batasan atau sifat tertentu yang
disebutkan secara eksplisit dalam teks.*® Menurut Al-Amidi,
mutlag menunjukkan makna yang jelas tanpa bergantung
pada sifat tambahan, sedangkan mugayyad menunjukkan
makna yang jelas namun terikat oleh keterangan atau sifat
tertentu.®’ Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa
mutlaq adalah lafaz yang berdiri sendiri dalam menunjukkan
makna, sementara mugayyad adalah lafaz yang maknanya
terkait dengan suatu ketentuan atau sifat yang menyertainya.

Dalam al-Qur’an terdapat sejumlah ayat yang
menggunakan lafaz murlag dan sebagian lainnya
menggunakan lafaz mugayyad. Berdasarkan kaidah dalam
usu! al-figh, suatu ayat yang mengandung lafaz mutlag harus

dipahami dalam kemutlakannya selama tidak ada dalil lain

46 Muhammad al-Khudari Bik, Ushul Figh, (Mesir: Dar al-Fikr, 1969), him. 192.

4TAIT ibn Muhammad al-Amidi, al-Zhkam fi Usil al-Ahkam (Riyad: Dar al-Shami‘T li al-
Nashr wa al-Tawzi‘, 2003), him. 2-4.
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yang membatasinya. Sebaliknya, jika sebuah ayat
mengandung lafaz mugayyad, maka pemahamannya harus
mengikuti batasan atau sifat yang secara eksplisit disebutkan

dalam ayat tersebut.*®

b) Lafaz ditinjau dari cara penggunaannya terhadap makna:

Termasuk dalam kategori ini:

(1)

()

Hagqigqi, yaitu lafaz yang digunakan sesuai dengan makna asli
yang dimaksudkan, baik secara bahasa, syar’i, kebiasaan
(urf), maupun istilah teknis.*® Majazi, yaitu lafaz yang
digunakan tidak pada makna aslinya, melainkan makna
Kiasan, karena adanya hubungan tertentu antara makna asli
dan makna yang dimaksud, serta didukung oleh indikator
(qarinah) yang menghalangi pemahaman secara hakiki.>°

Sarth, yakni lafaz yang maknanya terang dan tidak
mengandung ambiguitas karena sering digunakan dalam
konteks tertentu, baik dalam makna hakiki maupun majazi,
serta memiliki dampak hukum langsung. Sedangkan

Kinayah, yaitu lafaz yang maknanya tersembunyi dan tidak

48 Satria Effendi M. Zein, Ushul Figh (Jakarta: Kencana, 2005), him. 206.

49 ‘Abd Al-Wahhab ‘Abd al-Salam Tawilah, Atsar al-Lughah fi Ikhtilaf al-Mujtahidin
(Kairo: Darussalam, 2000), him. 143.

%0 1bid., him. 144.
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langsung, baik secara hakiki maupun majazi, serta kepastian
hukumnya bergantung pada niat.>!
c) Lafaz ditinjau dari aspek kejelasan dan ketidakjelasan dalam
menunjukkan makna:
Terdiri dari dua kelompok besar:>2
(1) Wadih ad-Dalalah (jelas dalam penunjukan makna):
meliputi Zahir, Nas, Mufassar, dan Mu/kam.
(2) Ghairu Wadih ad-Dalalah (tidak jelas dalam penunjukan
makna): mencakup Khafi, Musykil, Mujmal, dan Mutasyabih.
d) Lafaz ditinjau dari cara penunjukannya terhadap makna yang
dimaksud:
Dibagi menjadi empat jenis:
(1) ‘Ibarat an-Nas, yaitu makna yang ditunjukkan oleh lafaz teks
secara eksplisit sesuai redaksi kalimat.>
(2) Isyarat an-Nas, yakni makna yang tidak dimaksudkan secara
langsung oleh redaksi, tetapi memiliki keterkaitan logis yang
tidak terpisahkan dari kandungan nash.>*
(3) Dalalat an-Nas, yaitu hukum yang ditetapkan berdasarkan

makna dari struktur kalimat melalui pendekatan kebahasaan

51 At-Taftazani, Sharh al-Talwih ‘ala al-Tawdih (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th),
him. 72.
52 Wahbah az-Zuhayli, Usil al-Figh al-Islami (Bairutt: Dar al-Fikr, 1986), him. 312.

%3 Mustafa Sa‘id al-Khinn, Al-Kdfi fi Usiil al-Figh al-Islami (Beirut: Mu’assasat al-Risalah,
2000), him. 295.

% 1bid., him. 296.
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merupakan hasil pemahaman langsung dari redaksi nash,
tanpa melalui proses istinbat yang mengandalkan penalaran
logis atau ijtihad. Dengan kata lain, hukum tersebut diperoleh
secara tekstual dari susunan lafaz dan kaidah bahasa, bukan
dari proses analisis rasional yang mendalam.*®
(4) Iqgtida’ an-Nas, yaitu penunjukan makna yang memerlukan
pengandaian atau penyisipan lafaz tambahan agar teks dapat
dipahami dengan utuh dan bermakna secara hukum.>®
Klasifikasi yang kompleks dan analisis mendalam terhadap lafaz
dalam metode bayani menunjukkan betapa besar perhatian para ulama
terhadap ketelitian linguistik dalam menetapkan hukum Islam.
Pendekatan ini mencerminkan keyakinan bahwa teks keagamaan
memiliki makna berlapis dan tidak dapat dipahami secara literal
semata. Beragam Kkategori seperti ‘am, khas, amr, nahy, haqiqi,
majazi, zahir, nas, mufassar, khafi, musykil, hingga mutasyabih, serta
bentuk-bentuk dalalah, menunjukkan bahwa teks wahyu diperlakukan
sebagai sumber ilahi yang sarat makna hukum yang halus dan
mendalam. Setiap lafaz dipahami memiliki signifikansi hukum yang
tinggi, sehingga diperlukan kerangka hermeneutika yang kokoh dan
komprehensif untuk menafsirkannya, demi menghindari pembacaan

spekulatif dan menjaga kesetiaan terhadap maksud syariat. Dalam

% As-Sarakhst al-Hanafi, Usil al-Sarakhsi (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyah, 1993), him.
241,
%6 Muhammad Abii Zahrah, Usil al-Figh, him. 143.
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konteks itu, metode bayani bersama dengan ta ‘Ililt dan istislahi telah
lama menjadi model andalan para mujtahid dalam merumuskan
hukum, dengan epistemologi yang berorientasi pada kemaslahatan
dan upaya menghindari mafsadat, demi menjaga tujuan-tujuan utama
syariat seperti agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan.
2) Metode Qiyasi

Qiyasi merupakan metode penetapan hukum terhadap suatu
persoalan baru (far 'u) yang belum memiliki ketentuan eksplisit dalam
Al-Qur'an maupun Hadis, dengan merujuk pada hukum suatu kasus
terdahulu (asl) yang telah ditetapkan hukumnya, karena adanya
kesamaan dalam ‘illat (alasan hukum) di antara keduanya. Metode ini
menjadi salah satu pendekatan penting dalam menjawab berbagai
persoalan kontemporer yang belum tercakup dalam nash, sehingga
syariat Islam tetap relevan sepanjang masa. Inti dari konsep kias
adalah memperluas penerapan hukum yang sudah ada dengan
berlandaskan prinsip kesamaan ‘illat, agar ketentuan baru tetap sejalan
dengan nilai dan tujuan utama syariat.>’

Kias memiliki empat unsur pokok yang wajib dipenuhi agar
proses penetapan hukumnya sah dan dapat diterima dalam istinbat

hukum:>8

57 Satria Effendi M. Zein, Ushul Figh, him. 118.

%81bid., him. 120.
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a) Al-Asl (pokok tempat mengkiaskan sesuatu): Masalah yang
telah ditetapkan hukumnya secara jelas dalam al-Qur’an atau
Sunah Rasulullah disebut asl, yakni kasus pokok yang
menjadi dasar atau acuan dalam qiyas. Asl juga dikenal
dengan sebutan al-magqgis ‘alaih, yaitu perkara yang dijadikan
tempat atau dasar untuk menggiyaskan masalah baru (far°)
yang belum memiliki ketentuan hukum secara eksplisit.
Misalnya, kasus khamr (minuman yang memabukkan)
dijadikan al-asl dalam mengkiaskan narkotika.

b) Hukm al-Asl (Hukum pada Pokok Kasus): Yaitu hukum syar*i
yang telah ditetapkan pada kasus pokok (asl) dan hendak
diberlakukan pada kasus cabang (far?) melalui proses Kias.
Contohnya adalah keharaman khamr yang ditegaskan dalam al-
Qur’an, yang kemudian menjadi dasar dalam menetapkan hukum
haram bagi zat memabukkan lainnya. Agar hukum asl dapat
dijadikan dasar kias, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi:
hukumnya harus bersumber dari dalil yang sah dan pasti (gath ‘i),
tidak mengalami nasakh (penghapusan), dan harus memungkinkan
untuk diterapkan pada far ‘ karena adanya kesamaan dalam ‘illat
(alasan hukum) antara asl dan far ‘.

c) Al-Far‘(Kasus Cabang): Adalah persoalan baru yang belum
memiliki ketetapan hukum secara eksplisit dalam nash atau

ijma‘, dan karenanya memerlukan penetapan hukum melalui

%9 Muhammad Abii Zahrah, Usil al-Figh, him. 130.
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kias. Al-far‘ inilah yang menjadi objek pencarian hukum.
Contohnya, narkotika sebagai far‘ dalam analogi dengan
khamr.

d) ‘lllah (Alasan Hukum): Ilat merupakan unsur pokok dalam
praktik kias, karena melalui Ilat-lah hukum-hukum yang
terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah dapat dikembangkan
dan diterapkan pada kasus-kasus baru. Secara bahasa, llat
berarti sesuatu yang menyebabkan perubahan keadaan,
sebagaimana penyakit disebut llat karena dapat mengubah
kondisi orang yang mengalaminya.®® Secara istilah, menurut
Wahbah az-Zuhaili, llat adalah sifat yang nyata dan dapat
dipastikan keberadaannya pada setiap pelaku, serta secara
substansial sejalan dengan tujuan pembentukan hukum
syariat, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dengan
mendatangkan manfaat dan mencegah kerugian bagi umat
manusia. Sebagai contoh, dalam akad jual beli, adanya ijab
dan kabul merupakan llat bagi terjadinya kesepakatan karena
keduanya merupakan sifat konkret yang menunjukkan
adanya kerelaan antara kedua belah pihak, dapat dipastikan
keberadaannya, bersifat umum bagi semua pelaku, dan

sejalan dengan tujuan syariat dalam hal terwujudnya

60 Satria Effendi M. Zein, Ushul Figh, him. 123.
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kemaslahatan melalui perpindahan hak milik dan manfaat

ekonomi.®!

3) Metode Maslakah Mursalah

Maslakah mursalah secara istilah terdiri dari dua kata, yakni
maslahah yang secara bahasa berarti “manfaat” dan mursalah yang
berarti “lepas” atau “tidak terikat”.%? Menurut penjelasan Abdul
Wahhab Khallaf, Maslakah Mursalah adalah suatu kemaslahatan
yang dinilai membawa manfaat, namun tidak terdapat dalil syar‘i yang
secara tegas memerintahkan atau menolaknya. Karena tidak ada dalil
khusus yang mendukung atau menentangnya, kemaslahatan ini
disebut mursalah, yaitu lepas dari keterikatan dalil tertentu, namun
tetap dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum jika sejalan
dengan tujuan syariat.%®

Untuk memperijelas pengertian maslazah mursalah, Abdul Karim
Zaidan membagi maslahah ke dalam tiga kategori. Pertama, al-
maslahah al-mu ‘tabarah, yaitu kemaslahatan yang diakui secara tegas
oleh syariat dan telah ditetapkan hukum untuk mewujudkannya.
Contohnya adalah perintah berjihad untuk menjaga agama, kewajiban

gishas untuk melindungi jiwa, hukuman bagi peminum khamr demi

61 Wahbah az-Zuhayli, Usil al-Figh al-Islamz, him. 646.
62 Satria Effendi M. Zein, Ushul Figh, him. 135.

83 < Abd al-Wahhab Khalaf, ‘Ilm Usil al-Figh (Kairo: Maktabah ad-Da‘wah al-Islamiyyah,
1956), him. 84.
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menjaga akal, hukuman zina untuk melindungi kehormatan dan
keturunan, serta hukuman pencurian guna menjaga harta. Kedua, al-
maslakah al-mulgah, yakni kemaslahatan yang dianggap baik oleh
akal, namun bertentangan dengan nash syariat, sehingga ditolak.
Contohnya adalah anggapan bahwa penyamaan bagian warisan antara
laki-laki dan perempuan merupakan maslahat, padahal hal itu
bertentangan dengan ketentuan ayat 11 Surah an-Nisa’ yang
menetapkan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak
perempuan. Ketiga, al-maslakah al-mursalah, yaitu kemaslahatan
yang tidak didukung atau ditolak oleh dalil khusus, sebagaimana telah
dijelaskan sebelumnya. Jenis maslahah ini biasanya muncul dalam
urusan muamalah yang tidak memiliki ketentuan eksplisit maupun
analogi dalam al-Qur’an dan Sunnah, seperti peraturan lalu lintas dan
rambu-rambunya, yang meskipun tidak disebut dalam dalil, tetap
dianggap sah karena mendukung tujuan syariat, seperti menjaga
keselamatan jiwa dan harta. %

‘Abd Al-Wahhab Khalaf menetapkan beberapa syarat dalam
menjadikan maslasah mursalah sebagai dasar penetapan hukum.
Pertama, maslakah tersebut harus bersifat hakiki, yaitu benar-benar
membawa kemanfaatan nyata atau menolak kemudaratan, bukan

hanya berdasarkan dugaan atau persepsi manfaat yang belum jelas

64 < Abd al-Karim Zaydan, al-Wajiz fi Usiil al-Figh (Beirut: Muassasah al-Qurtubah, 1976),

him. 236.
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akibatnya. Sebagai contoh, anggapan bahwa hak talak seharusnya
berada di tangan perempuan dianggap sebagai maslahat semu karena
bertentangan dengan ketentuan syariat yang menetapkan hak talak
berada pada pihak suami. Kedua, maslakah yang dipertimbangkan
harus menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi
atau kelompok tertentu. Ketiga, maslahah tersebut tidak boleh
bertentangan dengan dalil syar’i yang bersifat tegas, baik dari al-
Qur’an, Sunnah Rasulullah saw. maupun ijma’.%®
2. Teori magasid asy-Syart ‘ah

Secara etimologis, teori magasid asy-Syart ‘ah berasal dari kata magshad
yang berarti tujuan atau maksud, dan syariah yang merujuk pada ajaran atau
hukum Islam. Oleh karena itu, magashid syariah dapat dimaknai sebagai inti
tujuan dari penerapan hukum Islam yang bertujuan untuk merealisasikan
kemaslahatan bagi selurun umat manusia. Dalam terminologi ushul figh,
magashid syariah adalah konsep yang digunakan untuk memahami dan
menerapkan hukum Islam berdasarkan tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai
oleh syariat, yakni #ifz ad-din (menjaga agama), kifz an-nafs (menjaga jiwa),
hifz al-‘agl (menjaga akal), %ifz an-nasl (menjaga keturunan), dan Aifz al-mal
(menjaga harta). Sebagaimana dijelaskan oleh as-Syatibi dalam al-Muwafaqat,
hukum Islam bertujuan untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan
individu dan kepentingan  kolektif dalam  masyarakat, dengan

mempertimbangkan aspek manfaat (maslakah) dan menghindari kemudaratan

85 <Abd Al-Wahhab Khalaf, ‘I/m Usiil al-Figh, him. 242.
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(mafsadah) dalam penerapannya®. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum
bukan hanya memiliki sifat tekstual, tetapi harus juga mengedepankan nilai-
nilai kemaslahatan dan keadilan sosial, yang relevan dalam berbagai kebijakan,
termasuk zakat.

Untuk menjaga keberlanjutan hidup manusia, magasid asy-Syari‘ah
membagi kebutuhan menjadi tiga kategori: Daruriyyat (primer), Hajiyyat
(sekunder), dan Tahsiniyyat (tersier).” Dalam konteks zakat, teori ini
menekankan bahwa kebijakan zakat harus memberikan manfaat ekonomi yang
berkelanjutan, mempersempit kesenjangan sosial, dan memastikan distribusi
kekayaan yang adil dalam masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Nassar,
penerapan magasid asy-Syari‘ah dalam zakat juga bertujuan untuk
menyelaraskan prinsip agama dengan kebutuhan sosial-ekonomi umat

manusia.®®

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library
research), yaitu jenis penelitian yang mengandalkan sumber-sumber literatur
sebagai dasar utama dalam mengumpulkan data dan informasi. Fokus utama

penelitian adalah menganalisis Fatwa MUI No. 5 Tahun 2024 tentang zakat al-

% Abii Ishaq asy-Syatibi, Al-Muwdfaqat fi Usil asy-Shari‘ah, him. 34-36.
67 Wahbah az-Zuhayli, Usdl al-Figh al-1slgmz,him.

8 Muhammad Nassar, Magdasid asy-Syari‘ah: A Modern Approach to Islamic Law
(London: Routledge, 2016), him. 67-70.
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Mustagallat, khususnya dalam konteks metode istinbat yang digunakan dengan
memanfaatkan teori magasid asy-Syari ‘ah.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan fenomena zakat
al-Mustagallat secara mendalam serta menganalisis metode istinbat hukum
yang dipakai oleh MUI melalui perspektif magdasid asy-Syari‘ah menurut Al-
Syatibi. Pendekatan yang digunakan memiliki tujuan untuk menilai relevansi
fatwa  pada konteks ekonomi modern dengan menekankan prinsip
kemaslahatan, khususnya dalam perlindungan dan distribusi harta (%ifz al-mal),
guna memastikan bahwa ketetapan hukum yang diambil selaras dengan tujuan
syariat dalam menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan usQl al-Figh, yakni pendekatan
yang berfokus pada analisis terhadap metode dan prinsip penetapan hukum
Islam berdasarkan dalil-dalil syar‘i. Dalam konteks ini, kajian diarahkan pada
bagaimana Fatwa MUI No. 5 Tahun 2024 mengenai zakat al-Mustagallat
dirumuskan, dengan menelusuri dasar-dasar istinbat hukumnya melalui kajian
terhadap literatur fikih klasik dan kontemporer, serta dikaitkan dengan teori
magqasid asy-Syari ‘ah. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami sejauh mana
fatwa tersebut mempertimbangkan aspek kemaslahatan (maslakah) dan
relevansinya dengan kebutuhan umat kontemporer, khususnya dalam
perlindungan dan distribusi harta (%ifz al-mal) sebagai bagian dari tujuan pokok

syariat. Dengan demikian, pendekatan ini membantu menilai apakah fatwa
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tersebut selaras dengan prinsip keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial

dalam perspektif hukum Islam.

4. Sumber Data
Dalam studi hukum, terutama dengan pendekatan Usi/ al-Figh atau

pendekatan normatif lainnya, istilah “data” tidak digunakan sebagaimana dalam

penelitian empiris. Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research),
sehingga sumber-sumber yang digunakan disebut sebagai bahan hukum, bukan
data lapangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Bahan hukum primer merupakan sumber utama dan langsung yang menjadi
landasan utama analisis. Kategori ini secara khusus meliputi Fatwa Majelis
Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Zakat atas Aset Produktif (Zakat al-Mustagallat), yang
merupakan objek utama penelitian ini. Selain itu, Al-Qur’an dan Hadis juga
menjadi bahan hukum primer mutlak sebagai sumber utama syariat Islam
yang menjadi dasar penetapan hukum zakat.

b. Bahan hukum sekunder adalah literatur ilmiah pendukung yang berfungsi
untuk memperkaya perspektif dan mendalamkan analisis terhadap bahan
hukum primer. Bahan sekunder ini mencakup kitab-kitab fikih klasik dan
kontemporer yang membahas secara komprehensif tentang zakat, metode
istinbat hukum, dan teori penetapan hukum Islam. Secara spesifik, Kitab al-
Muwafagat karya Imam asy-Syatibi menjadi rujukan utama dalam
memahami kerangka maqasid asy-Syari ‘ah. Selain itu, bahan sekunder juga

meliputi buku-buku teks, artikel-artikel jurnal ilmiah, serta karya-karya



37

akademik seperti tesis dan disertasi yang relevan dengan konsep zakat al-
Mustagallat, kaidah-kaidah fikih kontemporer, dan implementasi magasid
asy-Syari‘ah dalam konteks ekonomi modern. Bahan-bahan ini krusial
untuk membangun interpretasi yang komprehensif dan argumentasi yang

kokoh dalam penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier adalah sumber penunjang yang berfungsi sebagai alat
bantu untuk menemukan dan memahami bahan hukum primer dan sekunder.
Bahan ini meliputi kamus hukum atau ensiklopedia Islam yang digunakan
untuk mendapatkan definisi istilah atau konsep dasar, serta indeks dan
bibliografi yang membantu dalam penelusuran literatur terkait. Penggunaan
bahan tersier ini membantu memastikan ketepatan terminologi dan efisiensi
dalam identifikasi sumber-sumber yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sepenuhnya mengandalkan

studi pustaka (library research). Proses ini dilakukan melalui dokumentasi

sistematis terhadap seluruh bahan hukum yang relevan: mulai dari Fatwa

Majelis Ulama Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 yang diakses langsung sebagai

objek utama penelitian, penelusuran ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi

Muhammad saw. dari mushaf dan Kkitab-kitab hadis muktabar, hingga

penggalian informasi dari kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer (termasuk

Kitab al-Muwafaqat karya Imam asy-Syatibi untuk kerangka magasid asy-

Syari‘ah). Selain itu, dokumentasi juga mencakup berbagai literatur ilmiah
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seperti buku-buku teks, artikel jurnal, dan karya akademik lain yang membahas
zakat al-Mustagallar serta isu-isu terkait. Untuk memastikan akurasi
terminologi dan efisiensi penelusuran, kamus hukum atau ensiklopedia juga
digunakan sebagai alat bantu. Seluruh data yang terkumpul kemudian dicatat,
dikategorikan, dan diorganisir secara cermat untuk mempermudah proses
analisis lebih lanjut.
6. Teknik Analisis Data

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif dan evaluatif, dengan
empat tahapan utama. Pertama, menguraikan secara sistematis isi Fatwa MUI
No. 5 Tahun 2024, termasuk dalil-dalil syar‘i yang digunakan, metode
penetapan kadar zakat, dan penalaran hukum yang mendasarinya. Kedua,
mengevaluasi metode istinbat hukum MUI pada fatwa tersebut, dengan merujuk
pada prinsip-prinsip usal al-figh dan magqasid asy-Syari‘ah menurut al-Syatibi.
Ketiga, membandingkan pendekatan MUI dengan pendapat ulama klasik dan
kontemporer lainnya dalam menetapkan zakat atas aset yang tidak disebut
secara eksplisit dalam nash. Keempat, menilai sejauh mana fatwa ini
mendukung tujuan utama syariat dalam menciptakan keadilan distribusi dan
kemaslahatan ekonomi, serta bagaimana kontribusinya terhadap pembaruan

hukum zakat di era ekonomi modern.
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun secara terstruktur untuk
menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Penelitian ini terdiri dari lima bab
yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan. Bab pertama menjelaskan latar belakang masalah yang
menguraikan pentingnya kajian zakat al-Mustagallat dalam konteks hukum Islam
dan ekonomi modern. Bab ini juga mencakup rumusan masalah, tujuan dan
kegunaan penelitian, serta telaah pustaka. Selain itu, bab ini juga menyajikan
kerangka teori yang membahas metode istinbat hukum, dan magasid asy-Syari ‘ah
Al-Syatibi. Bagian akhir dari bab ini membahas metode penelitian yang mencakup
jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan
data, serta metode analisis data.

Bab Il, Tinjauan Mengenai Metode Istinbat Hukum, Zakat menurut Hukum
Islam, dan Magasid Syariah. Bab ini menguraikan konsep-konsep dasar yang
menjadi landasan penelitian. Pertama, dibahas metode istinbat hukum, meliputi
definisi dan urgensinya serta prinsip-prinsip istinbat dalam konteks magasid asy-
Syari ‘ah dan terakhir proses istinbat hukum. Kedua, tinjauan umum mengenai zakat
menurut hukum Islam, termasuk pengertian, dasar hukum, hikmah, tujuan, orang
yang menunaikan zakat dan yang menerimanya,rukun, syarat dan macam-
macamnya. Ketiga, pembahasan tentang teori magasid asy-Syari‘ah, khususnya
terkait konsep perlindungan harta (kifz al-mal) dan relevansinya dalam istinbat

hukum.
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Bab 111, Fatwa MUI No. 5 Tahun 2024 Terkait Zakat al-Mustagallat. Bab ini
membahas fatwa MUI Terkait Zakat al-Mustagallat dan pembahasan terkait latar
belakang dan metode istinbat yang digunakan dalam penyusunannya.

Bab IV, Analisis magasid asy-Syari ‘ah Al-Syatibi terhadap Fatwa MUI No. 5
Tahun 2024. Bab ini menganalisis istinbat hukum MUI dalam menetapkan fatwa
terkait zakat al-Mustagallat dan analisis kesesuaian Fatwa MUI no. 5 tahun 2024
tentang zakat al-Mustagallat dengan Prinsip magasid asy-Syari ‘ah.

Bab V, Penutup. Bab terakhir ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian
serta memberikan rekomendasi. Kesimpulan merangkum temuan utama terkait
metode istinbat Fatwa MUI No. 5 Tahun 2024 dan analisisnya dalam perspektif
Magqasid asy-Syari‘ah. Rekomendasi diberikan kepada MUI, serta peneliti lain
untuk pengembangan lebih lanjut dalam kajian zakat al-Mustagallat agar lebih

sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji metode istinbat hukum yang digunakan oleh
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa No. 5 Tahun 2024 tentang
kewajiban zakat atas aset produktif (al-Mustagallar), serta mengevaluasi
sejauh mana pendekatan magasid asy-Syart‘ah dapat menjadi alat ukur dalam
menilai relevansi dan keadilan penetapan kadar zakat atas bentuk kekayaan
kontemporer.

Pertama, dari aspek metode istinbat, fatwa ini menetapkan kadar zakat
sebesar 2,5% dari penghasilan bruto tahunan atas aset produktif yang telah
mencapai nisab setara dengan 85 gram emas. Penetapan ini didasarkan pada
analogi (kias) terhadap zakat emas. Meskipun pendekatan ini mengikuti pola
kias klasik, fatwa ini belum membedakan antara karakteristik ekonomi dari
berbagai jenis aset produktif-padahal aset seperti properti sewaan, usaha
digital, atau sektor akomodasi memiliki beban biaya dan pola pendapatan yang
beragam.

Kedua, dalam perspektif maqasid asy-Syari‘ah, pendekatan tarif
tunggal 2,5% dari bruto tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan (al-
‘adalah) dan kemaslahatan (al-maslahah). Melalui simulasi studi kasus sewa
tanah, ditemukan bahwa zakat 2,5% dari bruto hanya menghasilkan zakat
sebesar Rp5.000.000, atau sekitar 2,63% dari pendapatan bersih sebesar

Rp190.000.000. Jika dibandingkan dengan pendekatan zakat pertanian (tarif

137
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10% dari pendapatan bersih), maka zakatnya menjadi Rp19.000.000. Hal ini
menunjukkan bahwa pendekatan zakat pertanian lebih mencerminkan
proporsionalitas dan keadilan, khususnya bagi aset pasif berbiaya rendah.

Ketiga, pendekatan analogi dengan zakat pertanian terbukti lebih sesuai
untuk aset al-Mustagallat dengan karakteristik biaya operasional rendah. Zakat
pertanian sendiri membedakan tarif antara hasil yang diperoleh tanpa biaya
(10%) dan dengan biaya (5%). Pendekatan ini lebih fleksibel dan kontekstual,
serta sejalan dengan magqasid hifz al-mal (perlindungan terhadap harta) dan raf”
al-haraj (penghilangan kesulitan).

Keempat, penelitian ini menegaskan bahwa penetapan kadar zakat atas
aset produktif perlu mempertimbangkan struktur biaya dan pola usaha.
Penerapan tarif tetap pada semua jenis aset dapat menimbulkan ketimpangan
distribusi dan mereduksi peran zakat sebagai alat keadilan sosial. Maka,
magqasid asy-Syart ‘ah berfungsi sebagai prinsip korektif terhadap pendekatan
fikih klasik, dengan memberikan ruang pada pertimbangan maslahat
kontemporer.

Dengan demikian, fatwa MUI No. 5 Tahun 2024 merupakan langkah
penting dalam merespons perkembangan ekonomi modern, namun masih
menyisakan ruang untuk penyempurnaan, khususnya dalam penetapan tarif
zakat berdasarkan karakteristik ekonomi masing-masing aset.

Saran
Penelitian ini tentu jauh dari kata sempurna, daripada itulah selanjutnya

perlu melakukan pengkajian secara mendalam dalam penyusunan fatwa
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selanjutnya, Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, disarankan
agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengembangkan fatwa lanjutan yang
mengklasifikasikan jenis aset produktif berdasarkan karakteristik ekonomi dan
struktur biaya operasionalnya, agar penetapan tarif zakat menjadi lebih
proporsional dan adil. Pendekatan kias terhadap emas sebagai dasar penetapan
nisab hendaknya dilengkapi dengan pendekatan magasid asy-Syari‘ah dan
analogi terhadap zakat pertanian yang mempertimbangkan tingkat usaha dan
biaya produksi. Selain itu, tarif zakat sebesar 10% dari pendapatan bersih
dinilai lebih tepat diterapkan pada aset pasif berbiaya rendah seperti sewa tanah
atau properti. Lembaga zakat juga perlu meningkatkan edukasi kepada
masyarakat tentang pentingnya keadilan dalam zakat melalui pendekatan
magqasid, agar zakat tidak hanya menjadi kewajiban ibadah, tetapi juga
berfungsi secara optimal sebagai instrumen distribusi kekayaan dan
pemberdayaan ekonomi umat di era modern.

Penelitian ini masih memiliki ruang pengembangan lebih lanjut,
terutama dalam hal pendekatan kuantitatif dan komparatif. Oleh karena itu,
bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk/ Peneliti berikutnya dapat mengkaji
dampak implementasi Fatwa MUI No. 5 Tahun 2024 secara empiris melalui
pendekatan kuantitatif. Misalnya, dengan mengumpulkan data dari para
muzaki pelaku usaha yang memiliki aset produktif, untuk melihat seberapa
besar kepatuhan, persepsi keadilan, dan efektivitas ekonomi dari penetapan

tarif zakat 2,5%.
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